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Andalas,96 hlm,2020) 
ABSTRAK 
Warisan atas tanah dan atau bangunan merupakan tambahan penghasilan bagi ahli waris 
namun dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan.Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf a 
angka 2 yaitu yang menjadi subjek pajak adalah warisan yang belum terbagi sebagai suatu 
kesatuan menggantikan yang berhak dan padaPasal 4 ayat (3) huruf b, bahwa yang tidak 
termasuk objek pajak adalah warisan Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor20/PJ/2015, 
tentang Pemberian Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari 
Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan karena warisan .dan Surat Edaran Dirjen 
Pajak Nomor 30/PJ/2009, tentang tata cara Pemberian Pengecualian Dari Kewajiban 
Pembayaran atau Pemugutan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau 
Bangunan yang mensyaratkan untuk keluarnya Surat Keterangan Bebas Pajak 
PenghasilanWaris (SKB PPhWaris) memberikan syarat-syarat yang diminta untuk 
mendapatkan SKB PPh Waris. Tapi setelah syarat untuk mendapatkan SKB PPh waris 
dimohonkan oleh ahli waris pada KPP pratama tetap sajaujung-ujungnya penolakan SKB 
PPhWarisoleh  KPP Pratama dengan berbagai alas an mulai dari pewaris tidak ada Nomor 
Pokok Wajib Pajak (NPWP) sampai bahwa objek waris tidak terdaftar di KPP Pratama. 
Terlihat tidak adanya kepastian hokum dan tidak adan ya kemanfaatan bagi wajib pajak untuk 
mengurus SKB PPh waris karena ujung-ujungnya hanyalah penolakan dan diharuskan 
membayar pajak untuk turun waris.Penelitian ini memakai metode penelitian empiris dengan 
melihat peraturan yang ada untuk mendapatkan SKB PPh waris dan normative dengan 
melihat apa yang terjadi di lapangan. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Bahwa 
kedudukan ahli waris dalam pemungutan pajak peralihan hak atas tanah, baik pajak BPHTB 
ataupun Pajak Penghasilan  (PPH) waris untuk pajak tidak bias disebut sebagai subjek pajak 
karena objek yang diwariskan tersebut belum mendapatkan keuntungan bagi ahli waris, dana 
hli waris pun merasa keberatan dengan adanya 2 pajak untuk turun waris iniyang disyaratkan 
oleh KPP Pratama apabila ingin mendapatkan SKB PPh Waris, Pewaris sudah punya NPWP, 
objek yang diwariskan sudah terdaftar di KPP Pratama, pewaris adalah ahli waris yang masih 
sedarah/satu garis lurus, ada surat dari pemerintah setempat bahwa ahli waris mempunyai 
pendapatan dibawah nilai Pendapatan Tidak Kena Pajak.  
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The inheritance over land and / or building is the income for the heirs but is exempted as the 
object of income tax. In accordance with Article 2 paragraph (1) letter a number 2, the tax 
subject is the inheritance that has not been divided as a unit to replace those who are entitled 
and in Article 4 paragraph (3) letter b, that which is not included as tax object is the 
inheritance, according to the circular letter from the director general of Tax Number 20 / PJ / 
2015, regarding the Granting of Income Tax Free Certificate of Income from the Transfer of 
Rights to Land and or Buildings due to inheritance, and the Director General of Taxes 
Circular Number 30 / PJ / 2009, regarding the procedures for granting exemptions from 
payment or collection obligations Income Tax from the Transfer of Rights to Land and / or 
Building which requires the issuance of the Inheritance Income Tax Free Certificate (SKB 
PPh) provides the conditions required to obtain the PPh SKB. But after the requirements for 
obtaining the heir PPh SKB are requested by the heirs at the KPP Pratama, in the end the 
Inheritance PPh SKB is rejected by KPP Pratama for various reasons ranging from the heir 
not having a Taxpayer Identification Number (NPWP) to the object of inheritance not 
registered at the KPP Pratama. It appears that there is no legal certainty and no benefit for the 
taxpayer to process the heir PPh SKB because in the end it is only a rejection and is required 
to pay taxes for inheritance. This research uses an empirical research method by looking at 
the existing regulations to obtain inheritance and normative PPh SKB by looking at what 
happens in the field. From the results of the research, it was found that the position of the 
heirs in collecting the transfer of land rights tax, either BPHTB tax or inheritance tax (PPH) 
for tax, cannot be called a tax subject because the inherited object has not yet benefited the 
heirs, and heirs objected to the two taxes for inheritance that are required by KPP Pratama, to 
get SKB PPh Inheritance, the heir already has an NPWP, the inherited object is registered at 
KPP Pratama, the heir is an heir who is still in blood / one straight line, there is a letter from 
the local government that the heirs have income below the value of non taxable income. 
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